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ABSTRAK 

 

 Pidana mati merupakan jenis pidana terberat karena dapat menghilangkan 

nyawa seseorang. Pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini meletakkan pidana mati dalam 

rumpun pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasca 

disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang selanjutnya dikenal dengan KUHP 

Baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan dalam rumpun pidana pokok melainkan 

diatur sendiri sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara 

alternatif yang diatur dalam Pasal 98 KUHP Baru. Dalam penelitian ini 

mengangkat dua permasalahan utama, yaitu pertama bagaimana politik hukum 

pidana yang mendasari perumusan pidana mati sebagai pidana yang bersifat 

khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Kedua, bagaimana konsep pidana 

mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif 

dalam KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan 

kalimat yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

pertama politik hukum pidana yang mendasari perumusan pidana mati dalam 

KUHP Baru ini adalah Pidana mati dikehendaki sebagai jalan terakhir dan bukan 

sebagai sarana utama dalam pemidanaan. Pidana mati dalam KUHP Baru dinilai 

sejalan dengan semangat tujuan dan pedoman pemidanaan oleh Hakim. Kedua, 

Konsep pidana mati dalam KUHP baru selalu diancamkan dengan alternatif 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun 

dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) 

tahun dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 

KUHP Baru. Pelaksanaan pidana mati ini perlu diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pelaksana. Selain itu, perlu dilakukan reformasi pada Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS), hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan 

pengawasan yang baik saat pelaksanaan masa percobaan pidana mati sebelum 

berlakunya KUHP Baru pada tahun 2026 mendatang. 
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